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BUPATI  KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA 

KECAMATAN DAN KELURAHAN

BUPATI KUDUS,
	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal  5  dan Pasal  9  Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan , maka perlu menyusun uraian tugas Kecamatan dan Kelurahan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;

	
	
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati; 

	
	
	

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

	
	
	2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	
	
	3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

	
	
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);      

	
	
	5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);


	
	
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );

	
	
	7.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

	
	
	8.   Peraturan     Pemerintah      Nomor   19   Tahun    2008   tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4826 );

	
	
	9.   Peraturan  Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

	
	
	10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

	
	
	11. Peraturan    Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

	
	
	12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2008 tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan  dan  Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus nomor 118 ). 


MEMUTUSKAN
Menetapkan     :   PERATURAN   BUPATI  TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN KUDUS.   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan  :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kudus.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan .
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tangung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB  II

SUSUNAN ORGANISASI
Pasal  2

(1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : 

a. Camat;

b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan :

1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

2) Subbagian Keuangan; dan  

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

g. Seksi Pelayanan Umum;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan Organisasi Kelurahan  terdiri dari : 

a. Lurah.

b. Sekretaris Kelurahan

c. Seksi Pemerintahan;

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ; 
e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB  III

PENJABARAN  TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN  

Bagian  Pertama 

Camat

Pasal  3

(1) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat,  merencanakan,  mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman  dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, kegiatan pemerintahan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat  menyelenggarakan fungsi :

a. pemberian pelayanan kepada masyarakat ;

b. pelaksanaan teknis kewilayahan atas kebijakan Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya ;

c. pelaksanaan tugas-tugas pembinaan kewilayahan di wilayah kerjanya ;

d. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan ;

e. penyiapan data informasi mengenai potensi / profil Kecamatan ;

f. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan seluruh Instansi pemerintah, Kelurahan dan Desa di wilayah kerjanya ;

g. pembinaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Kelurahan dan Desa ;

h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan kecamatan ;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4)
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Camat  mempunyai tugas :

a. merumuskan rencana, program dan kegiatan anggaran Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dengan pimpinan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
d. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan / urusan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

f. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

h. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kerja kecamatan;
i. melakukan koordinasi dengan satuan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan ;

j. melakukan koordinasi dengan satuan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

k. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

l. melakukan koordinasi dengan fihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
m. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan  instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

n. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

o. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

p. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa dan/atau kelurahan;
q. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;

r. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;

s. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;

t. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;

u. melakukan percepatan pencapaian standart pelayanan minimal di wilayahnya;

v. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;dan 
w. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.

x. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati  sebagai dasar pengambilan kebijakan;
y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati  sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
z. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Bupati.
Bagian Kedua 
Sekretariat Kecamatan
Paragraf I

Sekretaris Kecamatan 

Pasal  4
(1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
(2) Sekretaris  Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan,  pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan mengoordinasikan seksi-seksi serta pelayanan teknis administrasi dan tata usaha kepada semua seksi di lingkungan Kecamatan;
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

a. merumuskan rencana, program dan kegiatan anggaran Sekretariat Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
b. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;

c. melaksanakan koordinasi dengan pimpinan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
d. mengkoordinasikan seksi-seksi guna memperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;

e. merencanakan kegiatan sekretariat dengan melihat program kerja tahun sebelumnya dan konsep program kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

g. melakukan koordinasi dalam evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

h. melaksanakan pengendalian naskah dinas;

i. melaksanakan pengendalian dan evaluasi program kerja;

j. menghimpun masukan dari masing-masing seksi untuk penyempurnaan program sebagai bahan evaluasi;

k. menyiapkan, mengolah dan mengkoordinasikan bahan penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam lingkungan kecamatan;

l. menyiapkan bahan dalam rangka pertanggungjawaban di wilayah kerja kecamatan;

m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan kecamatan;
n. merencanakan kebutuhan anggaran dan kebutuhan barang kecamatan;
o. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Kecamatan;

p. mengkoordinasikan kegiatan administrasi dan tata usaha;

q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
r. menyusun naskah laporan pelaksanaan kegiatan pemerintah kecamatan;

s. melaksanakan penatausahaan keuangan  kecamatan;

t. melaksanakan verifikasi terhadap pengelolaan dan penggunaan keuangan;
u. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
v. mengkoordinasikan penyusunan Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan ;
w. memeriksa tugas bawahan dengan meneliti hasil kerjanya untuk mengetahui kesulitan dan mencari jalan keluarnya;
x. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai dasar pengambilan kebijakan;
y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Camat  sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
z. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Camat.
Paragraf  2
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal  5
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian lingkungan kecamatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai  tugas :

a. menyusun program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja serta evaluasi kegiatan kecamatan  tahun lalu, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;   
b. menjabarkan perintah Sekretaris Kecamatan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan kecamatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
d. menyiapkan rancangan naskah dinas bidang administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan;

e. memberikan pelayanan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan ;
f. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang untuk keperluan rumah tangga kecamatan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengadaan barang; 

g. melaksanakan inventarisasi barang kekayaan untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal di lingkungan kecamatan; 

h. menyusun rencana dan menyiapkan bahan pembinaan pegawai agar berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas;
i. membuat laporan rutin tentang peremajaan data pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), nominatif pegawai, dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

j. memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pendidikan dan pelatihan pegawai, dan urusan kepegawaian lainnya;

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Kecamatan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan  tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Sekretaris Kecamatan.
Paragraf  3
Subbagian Keuangan

Pasal  6
(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mengevaluasi administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas : 
a. menyusun program kegiatan Subbagian Keuangan berdasarkan program kerja serta evaluasi kegiatan tahun lalu, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

b. menjabarkan perintah Sekretaris Kecamatan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; 

c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan kecamatan  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran  (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi dan akuntansi keuangan kecamatan  sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku;

f. menyiapkan proses pencairan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;

g. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan kecamatan ;

h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang telah disusun untuk bahan laporan kepada atasan;

i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Kecamatan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Sekretaris Kecamatan.
Paragraf  4
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal  7
(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab  kepada Sekretaris Kecamatan.

(2) Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, fasilitasi dan mengevaluasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan. 
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. menyusun program kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat dan Kecamatan  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu, visi,misi Kecamatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan ;           

b. menjabarkan perintah Sekretaris Kecamatan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan  yang berlaku ;

c. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan kecamatan  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal ;

d. menyiapkan rancangan naskah dinas bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan atasan sesuai visi misi Kecamatan;  

e. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing seksi  sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan demi tercapainya visi misi Kecamatan ;
f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundangan-undangan  yang berlaku; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi; 

h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional agar diketahui tingkat realisavisinya dalam pelaksanaaan visi misi Kecamatan;
i. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi dibidang pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem informasi manajemen bidang pengawasan;
j. menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kecamatan ; 

k. menghimpun dan meneliti seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-masing Kepala Seksi  dan Subbagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan  kecamatan ;

l. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Kecamatan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kecamatan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan      

p. melaksanakan  tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Sekretaris Kecamatan.
Bagian Ketiga
Kepala  Seksi  Tata Pemerintahan

Pasal  8
(1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

(2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/ kelurahan dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan lintas Desa dan Kelurahan di wilayah kecamatan.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi  Tata  Pemerintahan  mempunyai  tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan penyelenggaraan tata pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi kerja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;
b. menjabarkan perintah Camat terhadap permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan  yang berlaku ;
c. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pemerintahan umum, pemerintah desa / kelurahan  dan  tugas pembantuan ;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa dan/atau kelurahan;

f. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintah desa dan/atau kelurahan;

g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/kelurahan dan perangkat desa/kelurahan ;

h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian Anggota BPD ;

i. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, pengawasan dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian Perangkat Desa ;

j. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;

k. melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan dan konsultasi terhadap Anggota BPD ;

l. memberikan fasilitasi, pembinaan pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana desa ;
m. memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum desa ;

n. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan ;

o. memfasilitasi, menyalurkan aspirasi masyarakat  dalam rangka pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa/kelurahan serta perubahan status desa menjadi Kelurahan, perubahan batas wilayah desa/kelurahan dengan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
p. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum ;

q. melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas desa/kelurahan dan harmonisasi hubungan desa dengan kecamatan ;
s. melaksanakan pengkajian potensi kecamatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan umum;
t. mengelola data monografi kecamatan baik statis maupun dinamis guna pengisian papan monografi sebagai bahan laporan;

u. menginventarisir masalah yang berhubungan dengan bidang Tata Pemerintahan sebagai bahan pemecahan masalah;

v. menyiapkan, mengolah dan mengkoordinasikan bahan penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan kecamatan;
w. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
x. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
y. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai dasar pengambilan kebijakan ;

z. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan      
aa. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Camat.
.
Bagian Keempat 
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal  9
(1)
Seksi Kesejahteraan Rakyat  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

(2)
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan di bidang  kesejahteraan rakyat. 
(3)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat  mempunyai   tugas:

a. menyusun rencana dan program kegiatan kesejahteraan rakyat  berdasarkan hasil evaluasi kerja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
c. menyiapkan bahan pembinaan bidang kesejahteraan rakyat;

d. menyusun program dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sosial, kepemudaan dan olah raga, peranan wanita, ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan;

e. menyusun program pembinaan dalam rangka usaha pembinaan, peningkatan dan pemberian bantuan di bidang agama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda, dan peranan wanita;

f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terhadap pengawasan pemenuhan standart nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal.

g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan upaya kesehatan yang meliputi pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan masyarakat ;
h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan ;

i. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dukungan, pembinaan dan pengawasan aktivitas kepemudaan skala kecamatan.

j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, baik secara lisan maupun tertulis guna sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;

k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penggalian, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) ;

l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial ;

m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
n. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasai pelaksanaan program-program pemerintah seperti dengan Badan Amal Zakat dan Shodaqoh (BAZIS ), Gerakan Nasional Orang Tua asuh ( GNOTA), Palang Merah Indonesia ( PMI ), agar tidak terjadi tumpang tindih (overlaping) ;

o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi orang miskin ;

p. mendata dan memberikan kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang meliputi santunan anak yatim dan terlantar, pembinaan karang taruna, wanita tuna susila gelandangan dan pengemis;
q. membantu dan menyalurkan bahan pokok untuk masyarakat yang kena bencana;
r. mendata desa rawan bencana dan mengkoordinir instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana; 

s. menyiapkan, mengolah dan mengkoordinasikan bahan penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan kecamatan;

t. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

u. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
v. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai dasar pengambilan kebijakan ;

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan      
x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Camat.
Bagian Kelima
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal  10   
(1) Seksi  Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

(2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
(3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan hasil evaluasi kerja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

c. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

e. melakukan pembinaan desa dalam rangka persiapan lomba desa;

f. melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi / profil kecamatan ;

g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan instansi pemerintah atau swasta di wilayah kecamatan ;

h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan ;
i. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat / budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan dengan instansi pemerintah ;

j. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa / kelurahan dalam wilayah kecamatan ;
k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah kecamatan;

l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan di wilayah kecamatan ;

m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah kecamatan ;
n. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah kecamatan ;

o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah kecamatan ;

p. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;

q. melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
r. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
s. melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan perkembangan wilayah kecamatan dengan mengadakan diskusi, menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK), Daftar Skala Prioritas  (DSK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan  ( RPJMK ), agar di peroleh sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan;

t. menginventarisir permasalahan, hasil pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, swadaya dan gotong royong masyarakat dengan menginventarisir data dari desa/kelurahan agar di ketahui tingkat perkembangan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan;

u. menyiapkan bahan penyusunan akuntabilitas kinerja              instansi pemerintah pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan   Desa ;

v. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

x. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai dasar pengambilan kebijakan ;

y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan      
z. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Camat.
Bagian Keenam
Kepala  Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal  11
(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

(2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan  ketentraman dan ketertiban.
(3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
a. menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang ketentraman dan ketertiban umum untuk menyusun rencana dan program kegiatan serta pembinaan dengan berdasarkan hasil evaluasi kerja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program kerja dan kegiatan penyelengggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

e. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

f. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

g. melakukan koordinasi dengan organisai perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;

h. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
i. menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum sebagai bahan laporan guna menentukan kebijakan lebih lanjut;
j. memberikan penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat  untuk  mentaati peraturan perundang-undangan ;
k. menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (SISKAMLING) di masing-masing desa dalam wilayah kecamatan;

l. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang  kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;

m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah kecamatan ;
n. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah kecamatan ;
o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan ;

p. menyiapkan dan menyusun bahan potensi satuan perlindungan masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana;

q. menyiapkan bahan pembinaan di bidang idiologi negara, kesatuan bangsa, orsospol, ormas dan lembaga kemasyarakatan dengan mempelajari peraturan yang berlaku;

r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;

s. melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;

t. menjaga ketentraman dan ketertiban pemilihan pemilihan umum;

u. menyiapkan bahan penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada seksi ketentraman dan ketertiban;

v. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
x. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai dasar pengambilan kebijakan ;

y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan      
z. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Camat.
Bagian Ketujuh 

Kepala Seksi Pelayanan Umum

Pasal  12
(1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

(2) Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan di bidang pelayanan umum.

(3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan seksi pelayanan umum  berdasarkan hasil evaluasi kerja sebagai acuan dalam melaksanakan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan  baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

c. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;

d. melakukan percepatan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum dalam rangka pencapaian standart pelayanan minimal di wilayahnya;

e. menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan, dan jenis pelayanan publik lainnya;
f. menerima  meneliti memverifikasi ajuan pendaftaran kependudukan; 

g. memberikan pelayanan pindah penduduk antar kecamatan dalam satu kabupaten ;
h. memberikan rekomendasi pindah penduduk dalam dan antar kabupaten;

i. menyiapkan data kependudukan secara rutin guna penyusunan bank data kependudukan;
j. menghimpun dan menginformasikan program kerja, pelaksanaan  kegiatan dan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronik ;

k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebersihan lingkungan di wilayah kecamatan ;

l. mendata aset-aset Pemerintah Daerah yang ada di wilayah kecamatan ;
m. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;

n. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

o. melakukan koordinasi dengan fihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

p. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;

q. menginventarisasi permasalahan  yang berhubungan pelayanan umum sebagai bahan pemecahan permasalahan;

r. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
s. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pembinaan pelayanan kependudukan sarana dan prasarana umum;

t. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan secara koordinatif untuk suksesnya pajak daerah dan retribusi daerah;

u. menyiapkan bahan penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah pada Seksi Pelayanan Umum ;     

v. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

w. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;

x. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Camat sebagai dasar pengambilan kebijakan ;

y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Camat sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan      
z. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah Camat.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 13
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menunjang tugas pokok Kecamatan.

Pasal 14
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

(3)
Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)
Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN 

Bagian Pertama

Lurah

Pasal 15
(1) Lurah  berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati  melalui Camat.

(2) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan   pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat  (2),  Lurah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. menyusun program kerja kelurahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan;

b. menyelenggarakan pembinaan dalam bidang kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga kelurahan;

c. mengusulkan rencana pembangunan dan melaporkan hasil kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya;
d. melaksanakan pembinaan teknis tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat, kesejahteraan sosial masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban masyarakat;

e. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan daerah  sesuai aturan yang berlaku;

f. melaksanakan pelimpahan  sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Lurah;

g. melaporkan pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban atas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Lurah melalui Camat;
h. menjabarkan pelaksanaan kebijakan Camat dalam pembinaan kewilayahan yang meliputi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,  serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerja Kelurahan ;

i. melaksanakan pelayanan masyarakat dengan menyiapkan dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, legalisasi surat-surat keterangan, dan jenis pelayanan publik lainnya;

j. merekomendasikan dan memfasilitasi pada instansi terkait berkaitan dengan bidang keagrariaan  pernikahan, talak, perceraian, dan rujuk;

k. merekomendasikan perizinan lainnya yang menjadi kewenangannya;

l. menyusun Keputusan Lurah yang sesuai dengan kewenangannya;

m. mengawasi, merawat, dan mendayagunakan serta mengkoordinasikan aset-aset Pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya;

n. melaksanakan pembinaan dalam kehidupan toleransi umat beragama, antar kelompok masyarakat dan pelestarian sosial budaya masyarakat setempat;

o. memimpin rapat-rapat, pertemuan dan acara resmi lainnya;

p. memeriksa pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti hasil kerjanya untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya; dan 

q. melaksanakan tugas–tugas lain yang di berikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Bagian Kedua
Sekretaris Kelurahan

Pasal  16
(1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

(2)
Sekretaris Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas pembinaan dan pelayanan teknis administrasi dan tata usaha kepada semua seksi dilingkungan Kelurahan ;

(3)  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris Kelurahan mempunyai  tugas :

a. merencanakan program kegiatan kerja kesekretariatan kelurahan dengan melihat program tahun sebelumnya ;

b. menyusun rencana program kerja Kelurahan untuk dikoordinasikan dengan masing-masing seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinasikan urusan-urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban/keamanan dengan unsur terkait di Kelurahan baik secara lisan maupun tertulis guna memperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaannya;

d. melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di Kelurahan;                    

e. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. menjabarkan perintah Lurah secara rinci dan jelas sehingga mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh bawahan;

g. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan ketatausahaan kantor serta pengendalian tata naskah dinas dan tata kearsipan;

h. mengkoordinasikan dan menyusun laporan administrasi pengelolaan kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. mengkoordinasikan dan menyusun laporan data profil kelurahan dan monografi kelurahan baik statis maupun dinamis;

j. mengkoordinasikan dan menyusun Penetapan Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan laporan lainnya yang berkaitan dengan Kelurahan;

k. melaksanakan penatausahaan dan perbendaharaan keuangan daerah;

l. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian daerah;

m. menyiapkan rapat-rapat, pertemuan, dan upacara resmi lainnya;.
n. menyelenggarakan kegiatan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
o. menyelenggarakan pengadaan barang, pemeliharaan barang dan inventarisasi pada kantor kelurahan;

p. mengkoordinasikan pembinaan  aset-aset Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten di wilayah kerja Lurah;

q. melaksanakan pengelolaan administrasi keagrariaan kelurahan (buku leter C) dan ex bengkok/ bondo deso;

r. menghimpun masukan dari masing-masing seksi untuk penyempurnaan program sebagai bahan evaluasi;

s. membina dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan dan melaporkannya kepada Lurah;

t. membuat laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan kelurahan sebagai pertanggungjawaban kepada Lurah;
u. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam rangka mutasi pegawai, kenaikan pangkat dan gaji, pindah, pensiun dan urusan kepegawaian lainnya;

v. mendistribusikan tugas yang diberikan Lurah kepada seluruh seksi dan bawahan;

w. memeriksa pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti hasil kerjanya untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberi jalan keluarnya;

x. menilai kinerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk DP3;

y. mengkoordinasikan dalam pelaksanaan pelayanan publik dan perijinan yang menjadi kewenangan kelurahan; dan

z. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Bagian Ketiga 
Kepala Seksi Pemerintahan

Pasal  17
(1) 
Seksi  Pemerintahan  dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
(2)
Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai  tugas  pokok  membantu  tugas Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
.(3)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemerintahan  mempunyai tugas :
a. merencanakan program kegiatan pemerintahan dengan melihat program tahun sebelumnya;

b. mengkoordinasikan urusan-urusan pemerintahan baik secara lisan maupun tertulis guna memperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaannya;

c. menjabarkan perintah Lurah secara rinci dan jelas sehingga mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh bawahan;

d. menyiapkan dan mengolah data profil dan monografi kelurahan baik statis maupun dinamis untuk bidang pemerintahan;

e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan sebagai bahan pemecahan masalah;

f. menyiapkan bahan pembinaan di bidang pemerintahan kelurahan, kependudukan dan catatan sipil;

g. menyiapkan bahan pembinaan pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan wilayah kelurahan;

h. menyiapkan bahan perubahan batas wilayah kelurahan/ RW/RT  serta perubahan nama lingkungan kelurahan berdasarkan data dan peraturan yang berlaku;

i. melaksanakan administrasi pendaftaran kependudukan        (KK, KTP dan Akte Lainnya) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j. menyiapkan dan menyusun data kependudukan (jumlah penduduk, lahir, mati, pindah, datang, kawin) baik WNA/WNI;

k. memfasilitasi pembinaan secara  koordinatif dalam rangka pembayaran PBB, pajak daerah dan retribusi daerah;

l. melaksanakan pembinaan RW dan RT dilingkungan kelurahan;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas pemerintahan sebagai pertanggungjawaban kepada Lurah;

n. mendistribusikan tugas yang diberikan Lurah kepada seluruh bawahan;

o. memeriksa pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti hasil kerjanya untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberi jalan keluarnya;

p. menilai kinerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk DP3; dan

q. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Bagian  Keempat
Kepala Seksi  Pemberdayaan Masyarakat

Pasal   18
(1)
 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
(2)

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu tugas Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan,   pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan   masyarakat.

(3)
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai  tugas : 

a. merencanakan program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan masyarakat dengan melihat program tahun sebelumnya ;

b. mengkoordinasikan urusan-urusan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dengan unsur terkait di kelurahan baik secara lisan maupun tertulis guna memperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaannya;

c. menjabarkan perintah Lurah secara rinci dan jelas sehingga mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh bawahan;

d. menyiapkan dan mengolah data profil dan monografi kelurahan baik statis maupun dinamis untuk bidang pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat;

e. menyiapkan dan mengolah data/bahan Musrenbang kelurahan;

f. memfasilitasi pembinaan dan penyuluhan tentang dana bantuan, baik bagi pengusaha ekonomi lemah maupun masyarakat miskin agar sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan;

g. memfasilitasi dan menyalurkan pembinaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM );

h. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat;

i. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembangunan masyarakat kelurahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya;

j. menyiapkan bahan penyusunan laporan rawan pangan dan gizi;

k. mengikuti perkembangan harga sembilan (9) bahan pokok untuk mengetahui permasalahannya sekaligus melaporkan hasilnya;

l. menyiapkan bahan pembinaan perekonomian, koperasi, dan pelaporan bantuan ekonomi lemah;

m. mendistribusikan tugas yang diberikan Lurah kepada bawahan;

n. memeriksa pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti hasil kerjanya untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberi jalan keluarnya;

o. menilai kinerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk DP3; dan

p. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Bagian Kelima 
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
Pasal   19
(1)
Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

(2)
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan urusan  kesejahteran rakyat.

(3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai  tugas:

a. merencanakan program kegiatan kesejahteraan rakyat dengan melihat program tahun sebelumnya ;

b. mengkoordinasikan urusan kesejahteraan rakyat dengan unsur terkait di Kelurahan baik secara lisan maupun tertulis guna memperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaannya;

c. menjabarkan perintah Lurah secara rinci dan jelas sehingga mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh bawahan;

d. merekomendasikan kepada Lurah berkaitan dengan pernikahan, talak, perceraian, dan rujuk masyarakat;

e. membina Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang ditempatkan di Kelurahan.
f. menyiapkan dan mengolah data profil dan monografi kelurahan baik statis maupun dinamis untuk bidang kesejahteraan rakyat;

g. mengadministrasikan pernikahan, talak, perceraian dan rujuk masyarakat;

h. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan dakwah agama, kegiatan keagamaan lainnya,  serta kegaitan sosial lainnya;

i. melaksanakan administrasi BAZIZ, GNOTA, PMI dan program lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;

j. memfasilitasi bimbingan dan penyuluhan yang meliputi santunan anak terlantar dan yatim piatu, pembinaan karang taruna, wanita tuna susila dan gelandangan;

k. membantu penyaluran bantuan sosial, baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;

l. mengadministrasikan bantuan sosial, baik dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten;

m. memfasilitasi dalam rangka pemberian izin kegiatan sosial;

n. memfasilitasi dan menggerakan pembinaan generasi muda, olah raga, peranan wanita dan kesetaraan gender;

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat sebagai pertanggungjawaban kepada Lurah;

p. mendistribusikan tugas yang diberikan lurah kepada seluruh bawahan;

q. memeriksa pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti hasil kerjanya untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberi jalan keluarnya;

r. menilai kinerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk DP3; dan

s. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan Lurah Sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Bagian Keenam 
Kepala Seksi  Ketentraman dan Ketertiban

Pasal   20
(1)
Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

(2)
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok  membantu Lurah dalam menyiapkan bahan perumusan  kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

(3)  
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai   tugas : 
a. merencanakan program kegiatan kerja keamanan dan ketertiban dengan melihat program tahun sebelumnya  sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mengkoordinasikan urusan keamanan dan ketertiban dengan unsur terkait di kelurahan baik secara lisan maupun tertulis guna memperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaannya;

c. membantu Lurah dalam menyelenggarakan tugas ketentraman dan ketertiban di kelurahan;

d. menjabarkan perintah Lurah secara rinci dan jelas sehingga mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh bawahan;

e. menyiapkan dan mengolah data profil dan monografi kelurahan baik statis maupun dinamis untuk bidang keamanan dan ketertiban;

f. melaksanakan koordinasi dengan Satpol PP Kecamatan dalam pelaksanaan penegakan perda dan peraturan yang lain yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum guna menyelesaikan masalah yang timbul;

g. menginventarisir  terhadap pelanggaran perda dan peraturan yang lain sebagai bahan guna menetukan kebijakan lebih lanjut;

h. memberikan penyuluhan kesadaran kepada masyarakat dalam mentaati peraturan yang berlaku;

i. melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan lain untuk menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah kelurahan;

j. menggerakan dan membina secara kontinyu sistem keamanan lingkungan swakarsa di wilayah kelurahan;

k. memfasilitasi ijin keramaian yang berhubungan dengan ketertiban umum;

l. membantu pemberantasan penyakit masyarakat di wilayah kelurahan;
m. melaksanakan pembinaan dan penertiban pedagang kali lima;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas ketentraman  dan ketertiban sebagai pertanggungjawaban kepada Lurah;

o. mendistribusikan tugas yang diberikan Lurah kepada seluruh bawahan;
p. memeriksa pelaksanaan tugas bawahan dengan meneliti hasil kerjanya untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberi jalan keluarnya;

q. melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat;
r. menilai kinerja bawahan yang dituangkan dalam bentuk DP3; melaksanakan pembinaan wawasan politik kebangsaan; dan

s. melaksanakan tugas–tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal  21
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menunjang tugas pokok Kelurahan.
Pasal  22
(1)
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
(3)
Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)
Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5)
Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal   23
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
Pasal 24
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 25
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun harisontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam Lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
Pasal 26
(1)
Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 

(2)
Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
(3)
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal  27
Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal  28
Pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan satuan organisasi dilakukan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON
Pasal   29
(1)
Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.

(2)
Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

(3)
Lurah, Kepala Subbagian, Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.

(4)
Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal   30
Biaya  yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Kecamatan dan Kelurahan  dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber lain yang diperoleh secara sah.

BAB IX
KETENTUAN  PENUTUP

Pasal  31
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 48 dan 49 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal  32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus

pada  tanggal 
BUPATI   KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus

pada tanggal   

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN               NOMOR  
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